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IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Oleh : D Derry Angling Kesuma, SH.M. Hum™ /£ Andes

Astrak
Perlindungan  hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain yaitu dalam rangka
mewujudkan kKepastian hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang pokok agraria,
negara membuat pranata hukum yaitu berupa penyclenggaraan pendaftaran tanah yang teknis
pelaksanpannya diatwe dalam peraturan pemeriniah nomor 24 @mhon (997, Pendaftonn tanab
tersebutl bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah. Penerapan hukum bag wargs vang menggunakan lahan tanps izin vang berhak atan
kuasanya adalah dengan upaya penyelesman perkara-perkara yang ombul akibat pelaksanaan
penguasaan tanah/lahan (landreform) dibentuklah pengadilan landreform berdasarkan undang-
undang nomor | tahun 1964, Tetapi kenvataannya pengadilan ini tidak dapat bekerja secara efekif,
berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1970 pengadilan landrcform ini dibapus. Apabils terjadi
sengkela yang berkenaan dengan landreform, makis penyelesaiannya dilakukan melalui:
1. Peradilan umum, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 apabila senpgketa itu
bersifit perduta dan pidana.
2. Aparat pelaksanaan landreform apabila mengenal sengketa administrasi, Dan ancaman pidana
kurungan yang dapat diterapkan terdapal pada pasal 6 ayai (1) peraturan pemerintah pengganti
undang-undang nomor 51 tahun 1960,

Kata Kunei: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak

Absiract
Legal protection for owners of land held by athers that in order 1o achieve lepal cevtainty, then
under the provisions of Article 19 of the basic agravian law, the staie made a legal order that is the
organtzation of the technical implementation of land registration stipulated in Government
Regulation No, 24 of 1997 | the land registry aims to provide fegal certainty and legal protection to
rights holders on the ground, Implementation of the law for the people who use the land without
their permission or their proxies are entitled to efforts to resolve the cases that arise from the
implementation of land temure / land {land reform) lavidveform court esiablished by law number | in
1964, But in fact this court can work effectively, based on law No. 7 1970 court rejorm is removed,
in the event of a dispute regarding the land reform, the settlement s done through:
1. The general Justice, based on Law No. 14 of 1970 when the dispute is civil and eriminai.
2. Apparartus if the implementaiion of land reform on administrative disputes.
And the threat of imprisonment that can be applied contained in Article 6 paragraph (1) a
government reguiation in lew of Taw mamber 5.1 of 1960,

Keywards: Prohibinion of Use of Land Withour Permission Eligible

* Peaulis adalnh Dosen Tetsp pada Sckolah Tinggs Hmo Hukem Sumpah Pemuda Palembang
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A. Latar belakang

Dalam era pembangunan dewssa seperti
sckarang ini, tidak sedikit tansh yang digunakan
uniuk menunjang pn:m‘nunguuan. tetapn tanah
yang tersedia terbatas sckali. banvak sekali ka-
sus-kasus hukum yang teradi di Indonesia khu-
susmya masalah tanah, karena tanah merupakan
salah satu kebutuhan manusia yang sangat afise-
{tire dan vital. Artinya kehidupan manusia dipe-
ngaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tansh.
Apalagi sekarang masih banvak masyarakat
yang tidik mengerti mengenal hulkum yang me-
ngratur lentang tanah yang ada seperti saat ini,

Tanah dalam sustu negara tidak bisa dims-
liki, dikusssi dan digunakan secara bebas olch
manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintal atan negara se-
laku penguasa hak secara umom yang diatur ne-
gara dalam undang-undang pokok agrana, Oleh
karena it negars memihiks hak untuk mengatur
keberadaan, kepemilikan dan pemanfaatan -
nah. Pengaturan dan pengelolaan tanah oleh ne-
gara, dimungkinkan antar negara yang satu de-
ngan negara yang lain memilik perbedaan. Me-
lihat sejarah kepemilikan tanah di negara Repu-
blik Indonesia scjak pengajahan, maka dikenal
adanya hak milik atas tanah vang juga dischut
dengan hek eigendom  (eigendomrechi)  yang
mnduk pada hukum barat, yakni hukum cropa
yang berlaku di Indonesia, sedangkan di sisi lain
sebelum penjajaban, hanya ada hak mibik aas
tanah berdasarkan hukum adal Indonesia. De-
ngan demikian sepanjang scjarah penjajahan,
hanya ada dualisme hukum agrara dan juga
dugriisme hukum perdata. Pada tabun 19640 de-
ngan dibentuknya Undang-Undang Hokom Ap-
raria Masional, yakm Undang-Undang Nomor 5
Tabhun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan
Diasar Agraria, yang dikenal juga sebagai Un-
dang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pe-
merintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pen-
daftaran Tanah (LW 1961 nomor 28) maka ke-
beradaan hak eipendom vang diterspkan di [n-
donesia sclama masa penjajahan belanda diha-
puskan, meskipun hukum apraria nasional yang
dibentuk tersebur masih bersifat pluralisuk, ka-
rena vang dijadikan landasan adalah hukum adat

466

yang bersifal pluralisus.'
Hak menguasai dari negara termaksud da-
lam Pasal 2 ayal (1) memberi wewenang uniuk :

i Mengatur dan menyelengparakan perun-
fukan, penggunaan, persedisan dan pe-
meltharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersehut;

k. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan  hukum  aniara  orang-orang
dingan bumi, mir, dar ruang angkasa;

e, Menentukan dan mengatur hubungan-
hitbungan hukum antaraorang-orang de-
mgan bumi, air, dan rusng anghasa.

Sedangkan macam-macam hak atas tanah
vang dapat dikuasai oleh subyek hukum, baik
perorangan maupun badan hukum berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria,
menyatakan: “afas dasar hak menguasai dari
megara sebopal yang dimoksud dalam Pasal 2
direntukan adamva macam-macam bk aras per-
meikaan i, vang disebur tanalh vang dapat
diberikan kepada  den dipunyval oleh orang-
ovang, haik sendirt maupun bersama-sama de-
ngan orang-orang lain serig badan-badan hu-
b 0

Menurut Soedikno Merokusumo, wewe-
nang vang dipunyal oleh pemegang hak atas ta-
nah terhadasp tanshnya dibags menjadi 2 yaitu 2

I. Wewenang umum

Woewenang yang bersifat umum, yaiu
pemegang hak atas tansh mempunyai
wewenan? untuk menggunakan tanah-
nva, tormasuk juge mbuh bumi, wr, dan
ruang yang ada diatasnya schedar diper-
lukan wntuk kepentingan vang langsung
berhubungman dengan penggunasn tanah
ity dulam batas-batas menurut Undang-
Undang Pokok Agraria dan peraturan-
peraturan hukum lain vang lebih tinggi.
Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus, yaitu
pemegang hak atas tanal mempunyvad
wewenang untuk menggunakan tansh-

L]
1

"1, Andy Harmanto, Hidoe Pertanahan Kavaktersik daal
Beli Tanah Yang Belwm Terdaftar Hak At Toralmva,
Lakshang Justitia, Surabayn, 2013, hlm, 13,

! Undang-undnng NMomor 5 Tahum 1960 Tentang Perim-
ron Dasar Pokok-Mokok Agrai.

T Socdikno Menokusumo, Fukwn Dan Palitk Agravi,
Karmnika-LUniversiias Terboks, Jaknrm, 1999, hime 45,
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Toplemversinsi Paval 2 Peraturan Pemerintali Penpgant U1 ...

nya sesual dengan macam hak atas ta-
nahnya, misalnya wewenang pada tanah
hak mihk adalah dapar digunakan untuk
kepentmgan pertaman dandatay mendin-
kan bangunan, wewenang pada tanah
hak guna bangunan adalah mengpuna-
kan mnah hanya untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan atas tanah yang
bukan miliknya, wewenang pada tanah
hak guna usaha adalah menggunakan ha-
nys untuk kepentingan usaba dibidang
pertanian, perikanan, peternakan, dan
perkebunan,

Peraturan Pomerintah Pengganti Undang-
Unidang MNemor 51 Tahun 1960 Teniung Lara-
ngan Pemakaian Tanah Tanpa Lein Yang Berhak
Atau Kuasanya dikeluarkan atas pertimbangan :

a. Bahwa oleh kepals staf angkatan darat
sefaku penguasa perang pusat untuk dae-
rab angkatan dorat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7419357 Tentung “Kea-
dawn Bahaya" (Lembaran Neparn Tahun
[957 Momor 16) Telah Dikeluarkan Pe-
raturan Penguasa Perang Pusat Momoer

fPeperpu/011/1958  Tentang  “Lara-
ngan Pemakaian Tanah Tanpa Tzin Yang
Berhak Atau Kuasanya™, vang kemudian
ditamabah dan divbab dengan Feraturan
Fenguasa Perang Pusat Nomor PriPe-
perpuw/041/1959;

b. Bahwa berhubung dengon ketentuan da-
lasn Pasal 61 Perateran Emerintah Peng-
gant Undang-Lindang Nomor 23 TI959
Tentang “Keadaan Bahava™ (Lemburan
Megara Tahun 1959 Nomor 39) jo. Pe-
raturan Pemcrintah Pengeanti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1960 | Lemba-
ran Megara Tahun 960 Nomor 66) wak-
w berlakunya peramran-peraturan  pe-
hgussa perang pusal fersebut aksn ber-
akhir pada tanggal 16 desember 1960

¢. Bahwa dewass ini perlindungan tanah-
ta-nah terhadap pemakaian tanpa izin
yang berhak atau kuasanya vang sah ma-
sih perlu dilangsungkan, Lagi pula ada
penguasa-penguasa yang bersangkutan
masih perlu dasar hukum bagi tindakan-
tindakannya untuk menyelesaikan pema-
knian tanah demikian itu;

Darry Avgling K £ Andex

d. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordo-
nansi  “ewrechimatipeoccupatie . van
gronden” {yiagtshad 1948 nomor 110}
Dan Undang-Undang Darurat Nomor 8
Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun
1954 Nomor 65) Serta Undgang-Undang
Darural Nomor | Tahun 1956 (Lemba-
ran Megars Tahun 1956 Nomor 45) ka-
rena berbagal pertimbangan tidak dapat
dipakai lagy;

e. Bahwa berhubung dengan hal-hal terse-
but diates dan mengingat sifat masalnh-
nva sebaiknya soal termaksud sekarung
diatur dalam bentuk peraturan perun-
dany-undangan bissa;

f. Bahwa karena keadsan vang memaksa
soal tersebut distur dengan peraturan pe-
merintah pengganti undang-undang *

[ dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Penpganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tan-
pa [zin yang berhak maupun kuasanya yang sah
adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diun-
cam dengan hukuman pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan, alaw denda sebanyak-ba-
nyaknya Rp 5000 (lima ribu rupiah) schagaima-
na diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1960, Adapun tndakan yang dapar dipidana se-
sual dengan Pasal & Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
aadalah

i. Barang smapa yang memakai tansh tanpa
1zin vang berhak atan kuasanya yang
sah, denpan ketentusn, bahwa jika me-
ngenai tanah-tanabl perkebunan dan hu-
tan dikecualikan mereka yang akan dise-
lesatkan menurut Pasal § ayat (1)

b. Barangsiapa mengganggu yang berhuk
atau kuasanya yany sah didalam meng-
punakan haknya atas suatu bidang tanah;

c. Barangswiaps  mengajak,  menyuruh,
membujuk atau menganjurkan dengan
lisan atau tulisan untuk melakukan per-
buaten vang dimaksud dalam Pasa]l 2
atou huruf b dari ayat (1) pasal im;

d. Barangsiaspa yang memberikan bantuan

! Peraturan Pemermtah Penggant: Undang-Undang MNo-
mier 51 Tahun 1960 Teatung Laranean Pemakaian Tanah
Tanpa Irin Yang Berhak Asoun Bussanys
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dengan cara apapun juga untuk melaku-
kan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atan

huruf b dari ayat (1) pasal ini.*

Tertarik akan masalah larangan pemakai-
an tanah tanpa izin vang berhak atau kuasanya.
maka penulis tertarik pula untuk membahasnya
secara khusues kedalam suatu tulisan dengan me-
ngambil judul: “Implementasi Pasal 2 Peratu-
ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 51 Tahon 1960 Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin ¥ang Berhak

Atan Kuasanya™.

B. Permasalahan

Berdasarkan dar latar belakang vang telah
diuraikan diatas, maka yang menjadi permasala-

han adalah hal-hal sebaga bemikout

[. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan

yang dikuassa oleh orang lain;

2. Penerapan hukum  bagi warga vang
menggunakan lahan tanpa izin vang ber-

hak atau kuasanya.

. Ruang lingkup

Dalam suatu tulisan ilmiah, perly dilaku-
kan pembatasan dengan memberikan ruang ling-
kup penulisan dalam pembahasannya. Hal imi
diperlukan untuk membatasi pembahasan se-
hingga lebih terfokus pada inti permasalahan
vang ada, dengan demikian diharapkan dalam
pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa
vang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu
terjawabnya semua permasalahan vang ada vai-
tu dalam kaitannys dengan masalah larangan
pemakeian tanah lanpa 1zin yang berhak atao

kuasunya.

Memahami akan hal tersebut diatas, maka
dalam tulisan imi akan dilakukan pembatasan
dengan memberkan mang hngkup penulisan
hanya pada pembahasan mengenar perlindungan
hukum bagi pemilik lahan vang dikussai oleh
prang lain dan penerapan hukum bagi warga si-
pil yang menggunakan lahan tanpa izin vang
berhak atau kuasanya, tanpa menutup Kemung-
kinan menyvingpung pula hal-hal lain yang ada
kaitannyva dengan skripsi ini, yang dirumuskan

dalom permasalahannya.

' Ibid himos,
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D. Metodologi

Sejalan dengan fujusn dan manfaal peneli-
tian, maka penelitian terhadap permasalaban di-
atas mentpakan penelition terhudap permasala-
han diatas meropakan penelitian hukum norma-
tif wvaitu penelitian yang mengpunakan data
vang bersifat deskriptif yang menggambarkan
dan mengurakan secara sistematis somua per-
musalahan, sehingga tidak termaksud untuk me-
nguji hipotesa

Sumber data yang digunakan dalam pene-
fittan imi adalah data sebunder yaiu data vang
diperaleh dan kepustakasn vang berhubungan
dengan penehitian ini yang berupa bahan hukum
primer yaite peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

E. Pembahasan

I. Perlindungan Hukom Bagi  Pemilik
Lahan Yang Dikuasai Olch Orang Lain
1. Pengertian singkat tentang perlindungan
hukum
Perlindungan hukum mengandung 2
pengertian, vau;

- Peflindungan hukum yang diberkan
kepada seseorang atsu individu dan/
atau kelompok berkaitan dengan tin-
dakan penpuasa dalam hal ini peme-
rintah;

- Sebagai upaya untuk  melindung
miauw mengamankan hak-hak seseo-
rang atau individu danfatau kelom-
pok masvarakat terhadap gangguan
darl seseorang atan individy atao ke-
lompok yang ban,

Ditinjon dart fongsinya, perlindungan
hukum terbagi atas:

- Perlindungan hukum secara vertilal
yaitu bentuk perlindungan  hukum
yang diberikan kepada setiap mdivi-
du atau kelompok dan tindakan yang
ditakukan oleh alat kekuasaan negara
atau pemenntah;

- Perlindungan hukum secara horigon-
tal yaitu bentuk perlindungan yang
diberikan kepada setiap individu atau
kelompok lainnwva,

Sclanjutnya apabila ditingou dari tuju-
annya, petlindungan hukum terbagi atas doa
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kategor;

- Perlindungan hukum preventif, yaitu
suaty perlindungan hukum vang ber-
tujuan unruk mencegah tlegadinya
sengketa. Misalnya pemberian hak
by rakyat atau wargs untuk menga-
jukan atau menyatakan keberatan
atou memberikan pendapat atas ke-
putusan pemerintah schelum keputu-
sar pemerimiah ditetapkan secara de-
fenitif { final).

- Perlindungan hukum represif vaitu
perfindungan hukum yang bertujuan
untuk menyeleaikan sengheta. Misal-
nya memberikan hak bagi rakyat atau
warga untuk mengajukan tuntutan
hak atau panti rugi melalui sarana
lembaga peradilan.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah

Pemberian hak atas tanah oleh negara
kepada perseorangan atsu sekelompok ma-
syaraknl atau badan hukum untuk menggu-
nakan atau memanfaatkan tanah tidak lain
adalah bermujuan untuk menciptakan hubu-
ngan hukum konkrit antara pengguna tanah
dengan tmah yang bersangkutan, Tercipta-
nya hubungan hukum konkrit tersebut ber-
dampak pada penguassan tanah secara legal
bersungkutan untuk mempertahankannya.
Ofleh karena itu dibutuhkan suatu peranglkat
atau mstrumen hukum yang bertajuan mem-
benkan perlindungan hukum kepada peme-
pang hak atas tanah yang bersangkumn,

Salah satu bentuk perlindungan hukum
bagi pemegang hak atas tanah yaitu dengan
memberikan jaminan kepastian hukum (ke-
pastian hak) bagi pemegang hak atas tanah
vang bersangkutan. Hal ini sudah barang
tentu sejalan dengan wjuan hukum yaitu un-
tuk menciptakan kepastian hukum (rechy ze-
kerheid), disamping keadilan dan kemanfaa-
tan. Tujuan bukum adalah unmuk memberi-
kan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
bagi setiap orang. Apabila terjadi pelangga-
raft yang menimbulkan kerugian, maka ha-

tuk memulibkan keadaan (resiisution in in-
tegrimm),

Dalam rangka mewujudkan Kepastian
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal
|9 Undang-Undang Pokok Agraria, negara
membuat pranata hukum yaitu berupa pe-
nyelenggaraan pendatiaran tanah vang tek-
mis pelaksanasnnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penye-
lenggaraan  pendaftaraan tmnab dilakukan
oleh pemerintah. Badan pertanahan nasional
dan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh
kepala kantor pertanahan ditingkat kabupa-
tenvkota dimana letak obyek tanah itu bera-
da,

Pendaftaran tanah tersebut bertujusn
untak memberikan kepastian  hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah. Disamping itu juga untuk mem-
berikan informasi kepada pihak yang berke-
pentingan, termasuk pemerintah, agar dupat
dengan mudah memperoleh data yang diper-
lukan berkaitan dengan tanah guna menga-
dakan perbuatan hukum mengenai tanah.
Adapun tjuan lain adalah tersclenggaranya
tertib administrasi pertanahan, sehingga me-
mudahkan dalam merumuskan kebijakan di
bidang pertanabian.

Secara singkat, dari kegiatan pendafta-
ran tanah ini menghasilkan data fisik dan da-
ta yuridis. Yang dimaksud data fisik adalah
data vang memuat keterangan letak, batas,
luas bidang tanah termasuk keterangan me-
ngenal keadaan-keadaan atau kondisi diatas
tanah tersebut. Data yuridis adalah data vang
memuat keterangan mengenai status hukum,
status kepemilikan (pemegang hak) dan hal-
hal lan yang membebani tanah tersebut. Da-
ta fisik dan data yuridis tersebut dibukukan
dalam buku tanah yang selanjutnya diterbit-
kan sertifikat sebagai tanda bukti hak bagi
yang bersungkutan yang namanya tercantim
dalam buku tanah dan sertifikat terschut, (vi-
de Pasal 31 Dan Pasal 32 Avai{1) Peraturan
Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997).

Selain ditsvaratkan adanva itikat baik

rus dilakukan upaya pencgakkan hukum un- o Sudikng Meriokusumo, Mengenal Hukim (Suaty Pe-
sgartary, Liberiy, Yogvakarna, 1999, Him. 746,

* Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hikum Bagl Rokar 7 AP Parlindungen, Pesdgrtaran Tivneh o fndimesia,
Indonesia, Bina lmu, Surehaya, 1986, him. 4, Alumn, banduag, 2009, him: 9.

469



LEX LIB

RUM : JURNAL ILMU HUKUM

http://www.lexlibrum.id
p-issn: 2407-3849 e-issn: 2621-9867
available online at http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/64/pdf

Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 Page: 465 —473

doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1257764

470

Jurmal Lex Litrum, Val. I, No. {, Desember 2006, hol 465 - 474

dari pemegang hak atas tanah, sertifikat hak
atas tanah meropakan dasar uintuk menguji
(toetsinggronnd) apakah seseorang atau ke-
lompok atau badan hukum menguasa tanah
secara Jegal. Apabila pemegang hak atas ta-
nah memiliki sertifikat hak atas tamah ter-
sehut, maka sudah sepatutmya dan kewsjiban
bagi negara melalul instansi penegak hukum
untuk memberikan  perlindungan  hukum
yang layak bagi pemecgang hak yang ber-
sangkutan. Dengan jaminan Kepastian ho-
kum dalam bentuk pemberian sertifikat tan-
da bukti hak tersebut, maka akan dapat
memberikan perlindungan hukum bagi se-
tiap pemegang hak alos tanah,

3, Dasar hukum pendafiaran tanah
Yang menjadi dasar hukum pendafta-
ran tanah di Indonesia adalah;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
11960 (UUPA), Pasal 19, 23, 32, dan
38,

2, Peraluran Pemerintah Momor 10 Ta-
hun 1961 Tentang Pendaftaran Ta-
nah, Yang Diganti Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Hal Ini
Akan Diuratkan Sebagaia Berikut:

. Pendafiaran tanah menurut ke-
tentuan UUPA

Pazal 19 ayat (1) UTTPA menen-

tukan  bahwa untuk menjamin

kepastian hukum oleh pemerin-
tal diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Republik In-

donesta menurut  keteniuan-ke-

tentunn yang diamur dengan pera-
turan pemerintah, Pasal 19 ayat

(2) menentukan pendaftaran ta-

pah tersebut mehputi;

#, Pengukuran, pemetaan, dan
pembukuan tanal,

b. Pendaftaran hak-hak atas -
ngh dan peralihan  hak-hak
tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda
bukti hak yang berlaku seba-
gai alat pembuktian  yang
ki,

2. Pendaftaran tanah menurut Pera-

turan Pemerintah Momor 24 Ta-

hun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1997 merepakan peraturan

pelakasanaan dari Pasal 19 ULU-

PA tentang pendaftaran tanah se-

bagai pengganti Peramran Peme-

rintah Momor [0 Tahun 1961

Tentang Pendaftaran Tanah, da-

lam Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 ini diatur hal-hal

sebaga berikut,

a) Asas dan tujuan pendafiaran
tanah;

b} Penyelenggaraan dan pelak-
sana pendaftaran tanah;

¢}  Obyek pndaftaran tanah;

d} Saman wilayah tata usaha
pendattaran tanah,

e} Pelaksanaan pendaftaran ta-
nah untuk pertama kali;

fi Penpumpulan dan pengelola-
an data fisik dan data yuridis;

g} Pembuktian dan hak pembu-
kusnnya;

i} Penerbitam sertifikat;

i) Penyajian data fisik dan data

yuridis;

J)  Penyimpanan daftar uwmum
dan dokumen ;

k) Penaftaran peralihan  dan
pembebanan hak;

) Pendaftaran perubshean  dan
pendaftaran tanah lainnya;

m} Penerhitan  sertifikat  peng-
ganti;

ni Biaya pendaftaran tanah;

0) Sanksi hukum;

Pl Ketentuan peraliban;

q) Ketentuan penutup.”

4. Tujuan pendaftaran tanah
Tujuan pendaftaran tanah sebaguimana
dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerin-
tah Momor 24 Tahun 1997 adalah schagai
berikut:""
. Untuk memberikan kepastian dan

" H.M Arba, Hudum Agraria indemeria, Sinir Grafika, Ja-
korta, 2005, him. |49 151
" fsiel lm. 36,
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Enpilesertasi Paval 2 Peratwras Pemerintall Pérggaei U1 ..,

perlindungan hukum kepada peme-
gang hak atas sebidang tanah, satuan
rumah susun, dan hak-hak lain yang
lerdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai peme-
gang hak yang berangkutan, untuk
itu kepada pemegang hak diberikan

sertipikat.

2, Untuk menyediakan informasi kepa-
da pihak-pihak vang herkepentingan
termasek pemerintabh agar dengan
mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan per-
buatan hukum mengenai bidang-bi-
dang tanah dan satuan-satuan remah
susun yung sudah terdaftar. Uniuk
melaksanakan fungsi informasi terse-
but, data fisik dan yuridis dan sehi-
dang tanah dan satuan rumah susun
yang terdafiar terbuka untuk umum.

3. Untuk terselenggaranya tertib admi-

nistrasi pertanahan

Dengan demikian, maka tujuan pen-
daltaran tanah adalah menjamin ke-
pastian hukum hak-hak atas tanah,
Jaminan kepastian hukum hak-hak

atas tanah fersebut meliputi:

2. Kepastian hukum atas obyvel se-
bidang tanah mya, yaitu letak bi-
dang tanah, letak batas-batas dan

luasnya (obyek hak);

b. Kepastian hukum atas subyek
haknyn, yaitu siapa yang menjadi

pemiliknya (subyek hak) dan ;

c. Kepastian hukum atas jenis hak

atas tanahnya.

Guna menjamin kepastian hukum hak-
hak atas tanah, maka pendaftaran tanah ha-

rus meliputi dua kegiatan yaitu:

a. Kadaster hak, yaitu kegiatan pengu-
kuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah hak dan pendaftaran bidang-
bidang tansh terscbut dalam dafira-
daftar tanah. Bidang-bidang tamah
hak adalah bidang-bidang tanah yang
miliki crang atau bdang hukum

dengan suatu hak;

b. Pendafataran hak, yaitu kegiatan
pendaftaran  hak-hak dalam daftar

Dherry Amgiing K/ Andes
buku tanah atas pemegang haknya,

1. Penerapan Huokum Bagi Warga Yang
Menggunakan Lahan Tanpa Izin Yang
Berhak Atau Kuasanya

Untuk menyclesaikan  perkara-perkara
yang timbul akibat pelaksanasn penguasaan ta-
nahvlahan (landreform) dibentuklab pengadilan
landreform berdasarkan Undang-Undang No-
nor | Tahun 1964, Tetapi kenyataannya penga-
dilan ini tidak dapat bekerja secara efektif, ber-

dasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970

Pengadilan Landreform ini dibapus. Apabila ter-

Jadi sengketa yang berkenaan dengan [landre-

Jorm, maka penyelesaiannya dilakukan melalui:

. Peradilan wmum, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 apabila
sengketa it bersifat perdata dan pidana
Aparat pelaksanaan landreform apabila
mengenai sengketa administrasi,"”

I

Didalam Pasal 3, 4, 3, Dan 6 Peraturan
Pemenntah pengganti Undang-Undang Nomor
51 Tahun 1960 , tclah dijelaskan hal-hal yang
dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa
dan menerapkan hukum bagi yang mengguna-
kan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya
adalah:

@ Pasal 3 avat (1) dan (2)

- Penguasa daerah dapat mengambil
tindakan-tindakan untuk menyelesai-
kan pemakaian tanah wvang bukan
perkebunan dan bukan hultan fanpa
izin yang berhak atau kuasanys yang
sah, vang ada didserabmya masing-
masing pada suatu waktu,
Penyelealan tersebut pada ayat (1)
pasal ini diadakan dengan memper-
hatikan rencana peruntuksn dan
penggunaan tanah yang bersangku-
tan.

b. Pasal 4 ayat (1) dan (2]

- Dalam rangka menyelesaikan pema-
kaian tanah sebagai yang dimaksud-
kan dalam pasal 3, maka penguasa
daerah dapat memerintabkan kepada
yang memakainya untuk mengosong-
kan tanah yang bersangkutan dengan

"WH.M Arba, Op.cir, him. 356,
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.

Jurmal Lex Eibewa, Pl HIE, Mo, 1, Desecber 2008, hal, 365 - 474

segala barang dan orang yang mene-
rima hak dari padanya,

Jikn setelah berlakunyva tenggang
waktunya yang ditentukan dalam pe-
pintah  pengosongan tersebut pada
ayat (1) pasal ini pada pert niah it
belum dipenuhi oleh yang bersang-
kutan, maka penguasa daerah atau
pejabat yang diberi penintah olehnya
melakukan pengosongan itu atas bia-
ya pemakal tanah ilu sendin.

Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4)

Pemakaian fanabi-tanah perkebunan
dan hutan yang menorut Undang-Un-
dang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
(Lembaran Negara 1954 Nomor 65)
jo. Undang-Undang Darursl Nomor
1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Ta-
hun 1956 Nomor 43) harus disclesai-
kan, dan vang pada tanggal mula
berlakunya peraturan  pemenniuh
pengganti undang-undang i1 belum
diselesaikan menurtl kelentuan-ke-
tentuan dalam undang-undang daru-
rat tersebut, selanjutnya akan disele-
satkan menurut Ketentuan-ketenfuan
vang ditetupkan oleh menten agrana,
setelah mendengar menteri pertanian,
Dengan lidak mengurangt berlaku-
nya ketentuan dalam ayat (1) pasal
ini, maka Menteri Agraria dengan
mendengar menteri pertanian, dapat
pula mengambil tindakan-tindakan
untuk menyelesaikan pemakaian ta-
nah-tanah perkebunan dan hutan tan-
pa izin yang berhak atau kuasanya
vang sah, yang dimulai sejak tanggal
12 jumi 1954,

Didelam rangka menvelesaikan pe-
makaian tanah-tanah perkebunan dan
hutan itu menteri agraria dan instans
yang ditunjuknya mempunya wewe-
mang pula sebapai yang dimaksud
dalam pasal 4.

Didalam menggunakan wewenang-
nya sebagai yang dimaksud dalam
pazal ini, maka mengenai penysle-
satan pemakaian tanah-tanah perke-
bunan Menteri Agrana hirus mem-
perhatikan kepentingan rakovat pema-

kai tanah yang bersangkutan, kepen-
tingan penduduk lainnya didacrah
tempat letsknya perusahaan kebun
dan luas tanah vang diperlukan peru-
sahaan ity untuk menyelenggorakan
usahanya, dengan ketentuan bahwa
terlebib dahuluy harus diusahakan ter-
capainya penvelesaian dengan jalan
musyawarah dengan  pihak-pihak
yvang bersangkutan.

d. Fasn!ﬁuyu”l} (23, dan (3)

Dengan tdak mengurangi berlaku-
nya ketentuan Pasal 3, 4, dan 5, ma-
ka dapat dipidans dengan hukuman
bomingan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan dan‘atau denda sebanyak-ba-
myvaknya Bp. 5000~ Dima ribu rupi-
ah};

a. Barangsiapa memakal tanah tan-
it izin yang berhak atau kuasa-
nya yang sah, dengan ketentuan.
Bahwa jika mengenm tanah-ta-
nah perkebunan dan hutan dike-
cualikan mereka vang akan dise-
lesaikan menuwrut pasal 5 ayat (1);

b. Bamangsiopa yang mengganggu
yang berhak atau kKuasonye yang
sah didalam mengeunakan hak-
nya atas suatu bidang tanah;

c. Baramgsiapa menyuruh, menga-
jak, membujuk, atan menganjur-
kan dengan lisam atau tulisan un-
tuk melakukan perbuatan yang
dimaksud dalam pasal 2 atau hu-
mf b dari ayat {1} pasal ind;

d. Barangsiapa memben  bantuan
dengan cara apapun juga uniuk
melakukan perbuatan tersebut pa-
da pasal 2 atau huruf b dan ayat
(1} pasal mi,

Keatentuan-ketenman mengena  pe-

nyelesaian vang diadakan oleh Men-

teri Agraria dan penguasa daerah se-
bagai vang dimaksud dalam pasal-
pasal 3 dan 5 dapat memuat anceman
pidana dengan hukuman kuringan
selama-lamanyn 3 (tiga) bulan dan/
atau denda schanyvak-banyuknya Rp.

.~ (lima ribu rupiah) terhadup
siapa yang melanpgar atau tidak me-
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Fnplemeniazi Pasal 2 Peraturan Pemerintoh Penggart UL,

menuhinya,
- tindak pidana tersebut dalam pasal
ini adalah pelanggaran. "

F. Kesimpulan

hhu

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terda-
terutamsa yang bersangkutan denpan per-

masalahan, dapat ditarik keesimpulan dan saran-
saran sebagai berkut.

Perlindungan hukum bagi pemilik lahan
yang dilunsai oleh orang lain vaim da-
lam rangka mewujudkan kepastian hu-
kwm, maka berdasarkan ketentuan pasal
19 undang-undang pokok agraria, negara
mcimbuat pranata hukum yaitu berepa
penyelenggaraan pendaftaran tanah vang
teknis pelaksanaannya diatur dalam Pe-
raluran Pemerintah Momor 24 Tahun
1997, Pendaftaran tanah tersebut bertu-
juan uniuk memberikan kepastian hu-
kum dan perlindungan bukum kepada
pemegang hak atas tanah,

Derry Angling K/ Andes

hak atau kuasanya adalah dengan upaya
penvelesaian perkara-perkara yang tim-
bul akibat pelaksanaan pengussasn tanah
flahan (landreform) dibentuklah penga-
dilan fandreform berdasarkan Undang-
Undang Nomor | Tahun 1964, Tetapi
kenyataannya pengadilan ini tidak dapat
bekerja secara efektif, berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 pe-
ngadilan Jandreform ini dihapus. Apabi-
la terjadi sengketa yang berkenaan de-
ngan landreform, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui:

. Peradilan umum, berdasarkan Usdang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 apabiia

sengketa ity bersifat perdata dan pidana.

4. Aparat pelaksanaan fandreform apa-
bila mengenai sengketa administrasi.
Dan ancaman pidana kurungan yang
dapat diterapkan terdapat pada pasal
6 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomaor
51 Tahun 1960.
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